
SALINAN  
 
 
 
 

 
 
 

BUPATI KEPAHIANG 
PROPINSI BENGKULU 

 
PERATURAN BUPATI KEPAHIANG 

NOMOR 1 TAHUN 2024 
 

TENTANG 
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN 
PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEPAHIANG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KEPAHIANG, 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan 

Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 
13 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Kepahiang tentang 
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan 
Perempuan dan Anak Pada Dinas Pengendalian Penduduk 

Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten Kepahiang; 

 
Mengingat : 1.  Undang–undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 

Pengesahan Kovensi  mengenai Penghapusan segala 

bentuk diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, 
Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia 
Nomor 3277);  

  2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3886); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4235), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak; 



-2- 

 

https://jdih.kepahiangkab.go.id 

  4. Undang–undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten 

Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4349); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4419); 

  6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi  dan  Korban (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan 

Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4635); 
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahanatas 
Undang-Undang   Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 293, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602); 
  7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4720); 

  8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang 
Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4928); 

  9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur  Sipil  Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),  
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

  11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
  12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);  
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  13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang 
Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun  2008 tentang 
Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi   
Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan 

Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4818); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang 
Pembinaan, Pendampingan  dan Pemulihan Terhadap 
Anak Yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5237); 

  16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan  Anak 
Dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Tahun 2014 

Nomor 44); 
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);   

  18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Republik Indonesia  Nomor 4 
Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit 
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan 
Anak; 

  19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan 
dan Anak; 

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak 
Terhadap Tindak Kekerasan; 

  21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 
tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor  ) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Kepahiang Nomor 13 tahun 2016 tentang 
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kepahiang Tahun 2021 Nomor 29); 

  22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 

2019 tentang Kepahiang Kabupaten Layak Anak 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2019 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4); 

  23. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 23 Tahun 2022 
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
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Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang 
Tahun 2022 Nomor 96); 

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT 
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN 
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN 
PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN 
KEPAHIANG. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur    

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah Otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang. 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada 
Pemerintah Daerah. 

5. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
yang  selanjutnya  disebut  Dinas  adalah  Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
daerah dibidang Pengendalian Penduduk Keluarga 
Berencana Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak.  
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di 
bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan 

Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPTD 
PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang 
dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan 
layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami 
kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan 
masalah lainnya. 

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan 
Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Kepala 
UPTD PPA adalah Kepala UPTD Perlindungan 
Perempuan dan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, 
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak.  

9. Kepala Subbagian Tata Usaha yang selanjutnya 
disebut Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian 
Tata Usaha pada UPTD PPA.  

10. Perempuan adalah orang yang berjenis kelamin 
perempuan.  
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11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih 

didalam kandungan. 
 

BAB II 
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI 

 
Bagian Kesatu 

Kedudukan 
 

Pasal 2 
UPTD PPA adalah unsur pelaksana teknis operasional 
pelayanan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang  
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Dinas. 
 

Bagian Kedua  
Tugas 

 
Pasal 3 

UPTD  PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 
teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan 
layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami 
masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, 
dan masalah lainnya.  
 

Bagian Ketiga 
Fungsi 

 
Pasal 4 

(1) UPTD PPA dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada Pasal  3 menyelenggarakan fungsi 
layanan: 
a. Pengaduan Masyarakat; 
b. Penjangkauan Korban; 
c. Pengelolaan Kasus; 
d. Penampungan Sementara;dan 

e. Mediasi dan Pendampingan Korban. 
(2) UPTD PPA dalam melaksanakan fungsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk layanan 
dasar dalam Daerah. 

 
BAB III 

PEMBENTUKAN 
 

Pasal 5 
(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak 
Kabupaten Kepahiang Klasifikasi Kelas A yang berada 

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas 
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Kabupaten Kepahiang. 

(2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan 
Perempuan dan Anak dibentuk berdasarkan potensi, 
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karakteristik dan beban kerja serta kemampuan 
pelayanan. 

 
BAB IV 

SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONISASI 
 

Pasal 6 
(1) Susunan  Organisasi  UPTD  PPA terdiri dari: 

a. Kepala UPTD PPA yang merupakan jabatan 
struktural dengan eselon IVa atau jabatan 
pengawas; 

b. Subbagian tata usaha yang merupakan jabatan 
struktural dengan eselon IVb atau jabatan 
pengawas; 

c. Pelaksana;dan 
d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Struktur UPTD PPA Kabupaten Kepahiang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum 
dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 7 

(1) Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a 
mempunyai tugas untuk memimpin, 
mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam 

menyelenggarakan layanan perlindungan bagi 
perempuan dan anak yang mengalami masalah 
kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan 
masalah lainnya. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) Kepala UPTD PPA menyelenggarakan 
fungsi : 
a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua 

kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA; 
b. menyusun program kerja UPTD PPA; 
c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus; 

d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA; 
e. membina dan meningkatkan kemampuan para 

pegawai dalam lingkungan UPTD PPA;  
f. melaksanakan administrasi UPTD PPA;dan  
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala 

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.  

 
Pasal 8 

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian 
yang mempunyai tugas: 

a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran; 

b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan; 

c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia; 

d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data 
korban;dan 

e. pelaksanaan kerumahtanggaan. 

 

https://jdih.kepahiangkab.go.id/


-7- 

 

https://jdih.kepahiangkab.go.id 

Pasal 9 
(1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 

(1) huruf c terdiri dari: 

a. konselor psikologi/hukum; 

b. mediator; 

c. pengadministrasi umum; 

d. pengemudi; 

e. petugas keamanan;dan 

f. penjaga asrama. 

(2) Konselor psikologi/hukum sebagaiamana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a melaksanakan kegiatan 
pemberian bantuan psikologi /hukum untuk mengatasi 
masalah yang dihadapi korban sehingga dapat 
melakukan kegiatan secara normal kembali. 

(3) Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan 
mediasi untuk mencapai penyelesaian atau solusi yang 
dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih 
sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

(4) Pengadministrasi umum sebagaiamana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c melakukan kegiatan yang meliputi 

penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian 
dokumen Administrasi. 

(5) Pengemudi sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf 
d melakukan pelayanan transportasi yang bersifat 
kedinasan dengan kendaraan dinas. 

(6) Petugas keamanan sebagaiaman dimaksud pada ayaat 

(1) huruf e melakukan kegiatan yang meliputi 
pengamanan dan penertiban. 

(7) Penjaga asrama sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) 
huruf f melakukan kegiatan pelayanan, pengoperasian 
dan pemeriksaan di bidang penjagaan asrama. 

 

Pasal 10 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas  
melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan   fungsional   
masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan     
perundang-undangan.  

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah 
tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang- 
undangan.  

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh  

seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk.  
(4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan 

kebutuhan dan beban kerja.  
(5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional berpedoman 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  

 
BAB V 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 
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Pasal 11 
(1) Kepala UPTD PPA diangkat dan diberhentikan oleh 

Bupati berdasarkan peraturan perundangan yang 
berlaku. 

(2) Kepala Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh 
Bupati berdasarkan peraturan perundangan yang 
berlaku. 

(3) Pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Pelaksana 

pada UPTD PPA dan Jabatan Fungsional berpedoman 
pada peraturan perundang-undangan. 

 
BAB VI 

TATA KERJA  
 

Pasal 12 
(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala UPTD 

PPA wajib: 
a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan 

sinkronisasi serta kerja sama baik dilingkungan 
internal maupun eksternal; 

b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan, 
memberikan pengarahan serta petunjuk bagi 
pelaksanaan tugas bawahan; 

c. melaksanakan system pengendalian internal; 
d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-

masing;dan 

e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(2) Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya dapat berkoordinasi dengan: 

a. Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan 
fasilitas layanan kesehatan lainnya; 

b. Balai Pemasyarakatan; 
c. Polisi Republik Indonesia; 
d. Kejaksaan Republik Indonesia; 
e. Pengadilan Negeri dan Pengadilan tinggi; 

f. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI); 

g. Kementerian Agama; 
h. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 
i. Lembaga Pembinaan Khusus anak; 
j. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan 

Sosial;dan 
k. Institusi lainnya. 

(3) Kepala UPTD PPA menyampaikan hasil pelaksanaan 
tugasnya kepada Kepala Dinas Kepala Dinas 
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

 
BAB VII 

STANDAR LAYANAN 
 

Pasal 13 
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(1) Dalam melaksanakan tugas untuk memberikan layanan 
kepada perempuan dan anak yang mengalami masalah, 

UPTD PPA harus berpedoman pada standar layanan 
yang ditetapkan. 

(2) Standar layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

 
BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 14 
Peraturan   Bupati   ini   mulai   berlaku   pada   tanggal 
diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Kepahiang 

 
Ditetapkan di Kepahiang 

pada tanggal 29 Januari 2024 
 

BUPATI KEPAHIANG, 
 

Ttd. 
 

HIDAYATTULLAH SJAHID 
 
Diundangkan di Kepahiang 
pada tanggal 29 Januari 2024 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KEPAHIANG, 

 
Ttd. 

 
HARTONO 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2024 NOMOR 131 

 

 
Salinan Sesuai Dengan Aslinya, 

Kepala Bagian Hukum  
Setdakab. Kepahiang, 

 
 
IRWAN SAYUTI, SH., MH. 

NIP. 197310252008041001 
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LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI KEPAHIANG 

NOMOR 1 TAHUN 2024 
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA 
TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN 
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS 
PENGENDALIAN PENDUDUK 

KELUARGA BERENCANA 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN 
KEPAHIANG. 

 
STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) 

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN 
PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEPAHIANG 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BUPATI KEPAHIANG, 
 

Ttd. 
 

HIDAYATTULLAH SJAHID 

K 
JABATAN 

FU GSI NAL 

KEP LA UPTD 

KO El.OR 

PE OADMIN 
ISTRASI 
UMUM 

SUB BAGIAN 
TATA USAHA 

PENJAOA 
KEA.MANAN 

MEDIA R 

PE 1UDI 
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